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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah

menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan
petani, bertempat kediaman di Kecamatan
Maniangpajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada kepada La Usu, S.H., Advokat/Penasehat
Hukum yang berkantor di Jalan A. Malingkaan
Nomor 29, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe,
Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang
Nomor 629/SK/PA.Skg/X1/2023 tanggal 27
November 2023;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di
Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo
selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24

November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
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Sengkang dengan register Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 27

November 2023, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada
Rabu, tanggal 16 Nopember 2005, di Dusun Langkauttu, Desa
Abbanuangnge, Kecamatan Maninagpajo, Kabupaten Wajo, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor 092/14/X1/2005 tanggal 18 November 2005
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya
permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 18 tahun,
dimana Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak perempuan
bernama ANAK (umur 15 tahun) sekarang tinggal bersama Pemohon.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup
rukun dan harmonis, selanjutnya dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon timbul masalah, oleh karena Pemohon dan Termohon sering
cekcok dan bertengkar hingga akhirnya Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal penyebabnya adalah:

- Termohon menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan lelaki lain.
- Termohon sering pergi bersama dengan lelaki lain yang
mempunyai hubungan asmara dengan Termohon tersebut.

4. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mengakibatkan Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 bulan lamanya yaitu sejak
bulan Oktober 2023 sampai sekarang bulan Nopember 2023.

5. Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat
tinggal yakni baru 1 (satu) bulan lamanya, namun sikap dan perilaku
Termohon tersebut membuat Pemohon merasa sangat malu pada
tetangga dan lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat
dipertahankan la-gi dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada
harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan
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Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan

Termohon secara hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Sengkang
cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan
untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili
kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Pemohon
bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun dengan
Termohon.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita
acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih
dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon
dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat
kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk
memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili

kepentingan hukum Pemohon.
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat

kuasa yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan
kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang
masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan
keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan
terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan
sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg., setiap orang yang
berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau
wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili
pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus
yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang
dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang
harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan
spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi
relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara
ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua
unsur ini bersifat kumulatif yang jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan
mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam
surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk
bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib
bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di

sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan

mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa

dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus
yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan
penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan
keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat
(9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Bea Meterai.

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai
Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena
sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum
dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah
memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon
telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa
hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon yang diwakilinya untuk beracara
di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang
berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan
Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini
dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran

Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.
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Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan,

B4

Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum
Termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv
gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi
jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya,
maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan
menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan
tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka tidak
perlu adanya persetujuan dari Termohon, oleh karena pencabutan perkara
oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv
sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon
dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut
telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua
terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum
syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Skg selesai karena
dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp
196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri
dari Dra. Hj. Mardianah R, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Hilmah Ismail,
S.H.l. dan Abu Rahman Baba, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
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terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

tersebut, dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H.,M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
Ketua Majelis
Dra. Hj. Mardianah R, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Hilmah Ismail, S.H.l. Abu Rahman Baba, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

Tomi Pramana Putra, S.H.,M.H.

Perincian biaya:
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses :Rp 100.000,00
- Panggilan :Rp 26.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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